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Gelombang krisis moneter yang menimpa sektor perbankan di Indonesia pada pertengahan tahun 1997
mengakibatkan banyak bank yang menghadapi kesulitan likuiditas dalam jumlah besar. Pemerintah dan
Bank Indonesia (BI) kemudian mengambil langkah, bagi bank-bank yang masih dapat diselamatkan
diberikan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), termasuk Bank Servitia. Bl menempatkan Bank
Servitia dalam program penyehatan dan mendel egasikan tugas pelaksanaan pembinaan dan pengawasan
kepada BPPN. David Nusa Widjgja sebaga Direktur Utama dan Tarunodjojo Nusa sebagai salah satu
direks di tuntut pertanggungjawabannya untuk mengembalikan dana BLBI yang telah dikucurkan kepada
Bank Servitia, dimana kemudian mengajukan gugatan kepada BPPN untuk membatalkan Akta Pengakuan
Utang (APU) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Adapun masalah yang dibahas adalah menerangkan
kondis yang terdapat pada salah satu pihak pembuat perjanjian yang berhak memintakan suatu pembatalan,
menjelaskan mengenai tugas dan kewenangan BPPN dalam rangka penyel esaian aset dan pengembalian
uang negara, serta mengkaji sgjauh mana kewenangan hakim untuk menilai dan melakukan suatu penafsiran
terhadap perjanjian, khususnya dalam hal pembatalan perjanjian. Metode penelitian yang digunakan adalah
pendekatan yuridis normatif, sedangkan metode analisa datanya adalah kualitatif. Bahwa putusan majelis
hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Putusan No. 303/Pdt . G/2003/PN. Jaksel) dalam perkara Bank
Serrvitiamelawan BPPN terdapat banyak kekeliruan dalam penerapan hukumnya, yaitu: Majelis hakim
kurang tepat dalam memberikan pertimbangan mengenai pembahasan keabsahan APU-Servitia, Mgelis
hakim kurang tepat menempatkan gentlement agreement dalam posisi yang lebih tinggi dari APU, Majelis
hakim kurang tepat dalam memberikan pertimbangan mengenai penyalahgunaan keadaan serta Majelis
Hakim kurang tepat dengan menyatakan adanya paksaan dan penekanan terhadap tergugat untuk
menandatangani APU-Servitia tanpa terlebih dahulu dilakukan pembuktian. Saran yang diberikan adalah
hakim baik atas permintaan para pihak atau secara ex-officio wajib menilai dan mempertimbangkan secara
seksama apakah benar kedudukan para pihak dalam suatu perjanjian berada dalam keadaan tidak seimbang,
dan juga hakim wajib mengatur secara patut dan adil segala akibat dari putusannya.
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